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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan palapn /\ utnnurn dan berdauiat.
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No. 72 tahun 200
pencatatan akuntanst serta
desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan,
akuntabel, partisipatif, disiplin dan dilakukan dengan tertib. Oleh karena itu,
dalam pengelolaan keuangan desa termasuk penganggaran dana desa harus
diterapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Transparansi pengelolaan anggaran desa diartikan sebagai bagian dari
pengelolaan keuangan daerah yang menyediakan dan menyampaikan
informasi  keuangan kepada masyarakat luas dalam  rangka




pertanggungjawaban pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan adanya
transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap proses

pengelolaan dana desa tersebut untuk meminimalisir terjadinya kecurangan

yang dilakukan oleh pemerintah desz iansyah dan Rusmianto, 2018).

Ketentuan Umum Permendagri 14 Bab |l Ayat 2 tentang

Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip
akuntabilitas dalam tata pemerintahannya. Pasal 7 UU NO. 14 Tahun 2008
mengamanatkan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik yang
berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat secara akurat, benar dan
tidak menyesatkan.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah

mewajibkan tiap desa memasang baliho yang memuat rencana, anggaran,

sampai realisasi dana desa. Akan tetapi, pada Desa Pariwang Kecamatan




Maiwa Kabupaten Enrekang, belum terpasang baliho APBDes dan juga tidak
diterbitkan papan pengumuman desa seperti yang diwajibkan oleh Menteri
Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi.

Melihat permasalahan yang terjac esa Pariwang Ken:‘amatan Maiwa

Kabupaten Enrekang pene <tikan bahwa benar dalam

emerintah desa dalam

apa wang telah
ng-uhdangan Aark
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Desa di Desa Pariwang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini
adalah :
1. Untuk mengetahul transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa di Desa Pariwang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

2. Untuk mengetahui akuntabilitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa di Desa Pariwang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.




D. Manfaat Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis

T
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terutama dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Pemerintah Desa
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Pemerintah desa adalah kepala desa atau disebut dengan nama lain dibantu
perangkat desa sebagal unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Menurut PP No. 72 tahun 2005 pasal 14 bahwa Dalam melaksanakan
tugas Kepala Desa mempunyai wewenang, Memimpin penyelenggaraan

pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;



Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa

untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; Membina kehidupan dan

masyarakat desa, mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan

Pendapatan desa terdiri atas

tidak pernah dibayar kembali oleh desa.
kelompok
1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)
a) Hasil usaha desa antara lain : hasil Bumdes, tahah kas desa
b) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud
adalah membangun dengan kekuatan sendin yang melibatkan
peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yaitu dinilai

dengan uang




2) Transfer
Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis :

a) Dana desa

b) Bagian dari '
' e{" 580 P 1
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h kabupaten/kota dan restribusi

mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi Belanja Desa

sebagaimana dimaksud, terdiri atas kelompok:
1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri atas
a) Belanja pegawai
Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan
tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta

tunjangan BPD yang dibayarkan setiap bulan.




b) Belanja barang
Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran
pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari

12 bulan. Be#an sa sebagaimana dimaksud antara

iz
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c) Belanja Modal
Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka
pembelian/pengadaan barang atau bangunan vyang nilai
manfaatnya lebih dari 12 bulan.
2) Pelaksanaan pembanguna desa
3) Pembinaan kemasyarakatan desa

4) Pemberdayaan masyarakat




¢. Pembiayaan Desa
Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar

Kembali atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun

berikutnya, pembiayaan
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2) Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan terdiri dari:
a) Pembentukan Dana Cadangan
Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa,
Peraturan desa paling sedikit mamuat :
(1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan

(2) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan
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(3) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus

dianggarkan

(4) Sumber dana cadangan

ditingkat desa dalam musyawarah ini aspirasi pembangunan dari masing-
masing dusun dibahas dalam musyawarah ini, di dalam musyawarah
desa dibahas hal-hal sebagai berikut:

1) Musyawarah disetiap dusun.

2) Membahas usulan, program pembangunan yang diajukan pleh dusun.
3) Menyusun skala prioritas kegiatan pembangunan.

4) Mengkomplikasi usulan yang diterima dalam format RAPBDes.

5) Pengajuan RAPBDes untuk dibahas BPD.
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b. Pelaksanaan APBDes
Adapun proses pelaksanaan APBDes adalah menjabarkan rencana-

rencana pembangunan yang tercantum dalam APBDes untuk

dilaksanakan dengan sebalk-bal g am pelaksanaan pembangunan

desa ini harus melalui ig .-f si wkepada masyarakat, agar

p .\ \“P‘KASS‘I
\\\\\‘i, h//

proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan proses monitoring dan

evaluasi.
3. Transparansi
a. Definisi Transparansi
Transparansi berarti bahwa informasi yang berkaitan dengan
organisasi tersedia secara mudah dan bebas serta bisa di akses oleh

mereka yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan oleh organisasi




12

tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Coryanata (2007:26)

mengatakan bahwa:

Transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh

\\A“h./ /

.;b\ A‘\\ X U/ ’

Kristianten (2006:73) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur
melalui beberapa indikator berikut:

1) Ketersediaan dan aksesibilitas
2) Kejelasan dan kelengkapan informasi
3) Keterbukaan proses
4) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.
Berdasarkan penjelasan diatas bahwa transparansi merupakan

keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya
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publikasi mengenai detail anggaran desa, adanya laporan berkala
mengenai pengelolaan anggaran kepada masyarakat dengan kata lain
suatu alat yang sangat penting untuk menjembatani kebutuhan

masyarakat  tentang keinginta masyarakat terhadap jalannya

o o
\\m\'h.;/

\ | ‘
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keuangan daerz ] : G uran seperti

berikut

No Indikator

1 | Meningkatnya partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat
baik berupa tenaga, barang yang bernilai uang.

2 | Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di

informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media

informasi yang mudah di akses.
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3 | Media informasi yang digunakan sebagaimana yang dimaksud yaitu

papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

4. Akuntabilitas

\”\ i‘!’ /"
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menggambarkan kinerja pemerintah, balk pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan
instansi pemerintah, dapat diperhatikan dari prinsip-prinsip akuntabilitas
(LAN & BPKP, 2000) sebagai berikut:

1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan staf instansi seluruh untuk

melakukan pengelolaan pelaksanaaan misi agar akuntabel,




2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan

sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku,
3) Harus dapat menunjukkan ti capaian fujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan
4) Harus berorien isi serta hasil dan
manfaa it . .
5) Harls isator
< A )
S r
\d s 2 ~
ma _ ! 1 n, yaitu
® 4 "
ma e a h".
\)
. Indi
No
4 \
1 | Kepala an laporan
perta _ : es kepada

Bupati melalui Camat.

2 | Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran

berkenan.
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B. Penelitian Terdahulu
Penelitian Kumalasari (2016) bertujuan untuk mengetahui peranan prinsip

transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi

Dana Desa (ADD) meliputi kegiatan persnc: , pelaksanaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban. Metod /

Banyuwa \“ P‘" pHnsit S

A\ L\ ‘\A\Ih,//

|||||||||

Pendapatan dan E
Ancalong Kabupaten Kutai Timur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
penerapan prinsip transparansi oleh pemerintah desa dalam menggunakan
APBDes di Desa Long Nah sudah terlaksana dengan baik. Persamaan
penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti
penggunaan Anggaran Pendapatan dan Pemerintah desa (APBDes) namun

penelitian terdahulu ini hanya menganalisis prinsip transparansi dari pemerintah

desa saja. Sedangkan, penelitian ini menganalisis prinsip transparansi dan juga
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prinsip akuntabilitas pemerintah desa. m
ML
Penelitian Faridah (2015) bertujuan _ EMM' jauh

."{F-‘

\\‘“hl/
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dan transparans

ini adalah metode kualitatif. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan
dokumentasi. Hasil dari penelitian ini, secara umum penatausahaan di Desa
Sumberjo telah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara
baik. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti

prinsip akuntabilitas dan transparansi yang membedakannya peneliti lebih fokus

pada ADD, sedangkan penelitian fokus ke pada aspek APBDes.
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Penelitian Astuti dan Eva Hany (2012) bertujuan untuk mendeskripsikan
dan menganalisis akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di pemerintahan
Desa Sareng tahun anggaran 2011. Metode yang digunakan adalah metode

deskriptif kualitatif. Hasil genﬂmi ara umum akuntabilitas di

pemerintahan Desa Sareng a1 or Kabupaten Madium sudah

Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan alokasi dana desa di deas-desa

Kecamatan Tlogomulyo juga telah melaksanakan penerapan bertahap prinsip
transparansi dan akuntabilitas walaupun belum sepenuhnya baik.

Ngongare, 2016 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas
pengelolaan Dana Desa Kokoleh satu Kecamatan Likupang Selatan dilihat dari
perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban baik secara teknis

maupun administrasi keuangan sudah sedikit berjalan dengan baik, namun



dalam hal pertanggungjawaban administrasi mengenai pengelolaan Dana Desa
kompeteni sumber daya manusia masih merupakan kendala utama, sehingga

perlu pendampingan dari aparat pemerintah desa. Disamping itu juga masih

ditemukan cukuip banyak temuan zslolaan Dana Desa yang tidak
terealisasi dengan baik.

Yahya (2008) me an, laporan keuangan

> <
\\\‘\\"h// s VY
i), "’/ & 3‘

bagian Alokasi D
Dalam permanfas ana _ bang terdapat
pos-pos anggaran. Faktor penghambatnya adalah manajemen organisasi
pemerintah yang kurang baikm, SDM yang kurang, dan kurangnya fasilitas.
Secara umum, pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Segoddorejo dan Dana
Plose Kerep masih kurang efektif.

Setiawan, Atmadja, dan Sulindawati (2017) Menemukan bahwa

pengimplementasian prinsip transparansi dan akuntabilitas desa terhadap

Alokasi Dana Desa dapat dilihat dari alur Alokasi Dana Desa, setelah dana
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masuk maka akan dilakukan perencanaan oleh desa yang melibatkan banyak
pihak dimana itu merupakan bentuk transparansi dana, yang selanjutnya
pertanggungjawabkan dengan pembuatan laporan realisasi dan SPJ. Terdapat

kesuitan dalam mengimplementasika ransparans: dan Akuntabilitas

\ daya manusia aparat

pada pembuatan laporan rea
desa merupakan salah
.-/‘ "

\\\A“h,///

\‘ \“,"

P e
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Pariwang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Tansparansi dalam
penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh
informasi dan terlibatnya perwakilan masyarakat dalam penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Akuntabiltas vyaitu
pertanggungjawaban pemerintah desa dalam penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pariwang kepada masyarakat,

dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utamanya Skema kerangka



pikir dapat dilihat pada gambar berikut:

PEMERINTAH DESA
Transparansi kuntabilitas
[ 4
@ ; <
A ()
9 -
L) [} Y)
0
.
L)
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BAB Ili

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan /
komparatif. Menurut

\m\i'm///

B. Fokus Penelitian
Menurut Moloeng (2006:3), pada dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulai
dari sesuatu yang kosong tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang
terhadap adanya masalah. Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada
sesuatu fokus. Penetapan fokus dapat membatasi studi dan berfungsi untuk
memenuhi kriteria masuk-keluar suatu informasi yang diperoleh dilapangan, jadi

focus dalam penelitian kualitatif berasal dari masalah itu sendiri dan focus dapat
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menjadi bahan penelitian.
Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkan adanya batas dalam penelitian
atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Hal tersebut

disebabkan oleh beberapa hal.

/;, ';; ;;; Q
///'m\\‘\\\ .

Januari 2021,
D. Variabel dan Desain Penelitian
1. Variabel Penelitian
Variabel merupakan indikator terpenting dalam menentukan
keberhasilan penelitian, sebab variabel penelitian adalah obyek yng menjadi
titik perhatian dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi
variabel adalah:

a. Transparansi pemerintah Desa Pariwang dalam menggunakan APBDes,
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b. Akuntabilitas pemerintah Desa Pariwang dalam menggunakan APBDes.
2. Desain Penelitian
Desain penelitian merupakan suatu rancangan atau tata cara untuk

melaksanakan penelitian dalam rangka memperoleh data yang dibutuhkan.

T RS,
\\\‘\"'05// /

bagaimana pengaruh antara kedua variabel tersebut, kemudian

mengkomparatifkan kesesuaiannya dengan ketentuan pengelolaan APBDes
yang diatur oleh UU Nomor & Tahun 2014 pasal 73 ayat 2 yang
menyebutkan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarakan bersama Badan

Permuyawaratan Desa. Dari analisis tersebut dapat ditarik sebuah

kesimpulan. Desain penelitian dapat dilihat pada skema berikut:




DESA PARIWANG KECAMATAN MAIWA
KABUPATEN ENREKANG
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E. Sumber Data

Teknik Pengumpulan Data :
Wawancara. Dokumentasi dan

Data kualitatif adalah tangkapan atas perkataan subjek penelitian dalam

bahasanya sendiri. Data kualitatif bersifat mendalam dan terperinci. sehingga

juga bersifat panjang lebar. Akibatnya analisis data kualitatif bersifat spesifik,

terutama untuk meringkas data dan menyatukannyadalam suatu alur analisis

yang mudah dipahami pihak lain.

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.




1. Data Primer
Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak Desa
mengenai akuntabiltas dan transparan penggunaan APBDes di Desa

Pariwang_-

2. Data Sekunder
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Wawancara merupakan salah satu alat yang paling banyak digunakan

untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti
mengumpulkan data yang beragam dari responden. Tipe wawancara dapat
digolongkan berdasarkan bebeapa tingkat formalitas dan terstrukturnya

wawancara tersebut, menurut Sarosa (2012:46) tipe wawancara dapat dibagi

sebagai berikut:




a. Wawancara terstruktur
b. Wawancara tidak terstruktur

c. Wawancara semi terstruktur

Berdasarkan kebutuhan pe

~

terstruktur, yang artinyz
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tidak terstruktur,
G. Instrumen Penelitian
Instrumen Penelitian merupakan alat ukur tes,

wawancara dan pedoman observasi

yang digunakan

kusioner, pedoman

peneliti  untuk

mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Instrumen dalam penelitian ini

adalah si peneliti sendiri, dimana dalam pelaksanaannya menggunakan

peralatan seperti kertas dan pulpen untuk mencatat berbagai informasi penting

dan hasil wawancara dengan pihak terkait yang akan digunakan nantinya untuk

menjawab rumusan masalah yang ada.
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H. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif
Karena analisis deskriptif komparatif ini merupakan teknik yang dapat

\\\\\\h'h////

Kemudian hasil perhitungan IKK dibuat dalam bentuk persentase lalu dihitung
rata-ratanya untuk mengetahui besarnya persentase kesesuaian yang diperoleh
dengan cara:

Kesesuaian = IKK x 100%

Selanjutnya Arikunto (2010: 246) mengemukakan lagi bahwa ‘kadang-

kadang pencarian persentase dimaksudkan untuk mengetahui status sesuatu
yang dipersentasekan lalu ditafsirkan dengan kalimat kuantitatif.”




Tabel 3.1 Tingkat Persentase Indeks Kesesuaian Kasar

Tingkat Persentase Kualifikasi
76-100% Sesuai
57-75% Cukup Sesuai
40-56% Kurang Sesuai
0-39% Tidz i
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupat =

en LUl d

N |
Z8A
3
L

menjadi 12
kecamatan dan 129 desa/kelurahan.
2. Gambaran Umum Kecamatan Maiwa
Kecamatan Maiwa merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di
Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. |bu kota dari kecamatan ini terletak
di Bangkala. Kecamatan Maiwa memiliki luas 392, 87 km?.

Wilayah Kecamatan Maiwa terdiri dari 21 desa dan 1 kelurahan, salah

satu desanya adalah Desa Pariwang yang menjadi objek dalam penelitian




i1

ini. Jumlah penduduk di kecamatan Maiwa sebesar 26.512 jiwa dan
kepadatan penduduk sebesar 67 jiwal km?
3. Gambaran Umum Desa Pariwang

192 KK, Non
RTM = 181 KK).
Tabel 4.1. Jumiah Penduduk Sesuai dengan Dusun/Lingkungan
JUMLAH JIWA KEPALA
e DPEEREEN L P [TOTAL| KELUARGA
1 | Dusun Pariwang 231 | 292 | 523 228
2 | Dusun Ketapi 142 | 185 | 297 139
Dusun Bampu 176 | 188 364 201
Jumlah 549 | 635 | 1184 568

Sumber: Data monografi Desa Pariwang, Tahun 2019
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c. Kondisi Ekonomi Desa Pariwang
1) Mata Pencaharian

Sumber penghasilan masyarakat Desa Pariwang sangat

d. Visi, Misi dan Strategi Desa Pariwang
1) Visi Desa Pariwang
Terwujudnya Desa Pariwang menjadi desa yang maju, mandiri
dan demokratis melalui pertanian, pertukangan, dan industri gula aren

serta optimalisasi pelayanan masyarakat bidang keagamaan”.
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2) Misi Desa Pariwang
Desa Pariwang mempunyai misi pembangunan dalam jangka
waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan sumber da sia.
b) Mendorong  peningkatz \ perhubungan  dan

Y
Sq ‘?o/‘

‘Kabupaten Enrekang sebagai Daerah Agropolitan yang mandiri,
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan pada tahun 2028

dengan misi-misi sebagai berikut:

a) Mewujudkan Konsep Pengembangan Daerah Agropolitan

b) Mewujudkan Kemandirian Daerah

¢) Mengembangkan Berbagai Produk Pertanian Komoditas Uggulan

Berbasls Ekonomi Masyarakat Dan Berorientasi Pasar
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d) Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

4. Struktur Pemerintahan Desa Pariwang

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No.6 tahun 2014 bahwa didalam

desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam

tata Kelola desa yaitu , Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa

dan Lembaga Kemasyarakatan, dalam Undang-undang tersebut disebutkan

bahwa penyelénggaraan uriisan pemerintahan di Tinpkat Desa (Pemerintah

Desa) dilaksanakan oiéh Pemerniah, Desa-dan BPO. /Adapun susunan

organisasi di desa pariwang sebagai berikut :

SUSUNAN OERGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

PARIWANG KEC. MAIWA KAB. ENREKANG

Gambar 3. Struktur Organisasi
Permendagri No. 84 Tahun 2015

Ketua BP Kepala Desa
Herman. X Yusuf Usman
Sekretaris Desa
Haeruddin, 5.50s
|
| | [ ]
Img_b]g KASI Kesefahteraan KASI Pelayanan KAUR Keuangan KAUR Perencanaan
S.Pd Rusman, A.Md Mahmuddin Jusria Kasman, S.Ap Salmia, SE
1 |
KADUS Ketapi KADUS Pariwang KADUS Bampu
Mawar Abd. Jalil, SP YUSUF




35

a. Kepala Desa
Di Desa Pariwang yang menjabat menjadi kepala desa adalah Yusuf
Usman. S. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa,

\\\\‘“,h//
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7) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku

kepentingan di desa;

8) Menyelenggarakan administrasi Pemerintah Desa yang baik;

9) Mengelola keuangan desa dan aset desa;

10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
desa;

11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat desa;



12) Mengembangkan perekonomian mas;r.arakai desa;
13) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya msayarakat desa,

14) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;

r daya alam dan melestarikan

15) Mengembangkan potensi sum
lingkungan hiﬁup:._ \

\\\N"A -S4 °‘I,<>
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‘/ \‘\‘ ,3“\ A\ U/ V/
atis | e Tahun 20

3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

c. Sekretaris
Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa
untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi

desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan

pemerintah desa Di Desa Pariwang yang menjadi sekertaris desa
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adalah Haeruddin, S.Sos,. sekaligus melaksanakan Fungsi
sekretaris desa yaitu : WLl PERPEEEQWF

1) Menyelenggarakan kegiatan admi Q’Wm 7ahan

untuk kelancaran tugas kepala d

Membantu dalam me / nan Peraturan Desa;

/ /:o/v"".'....» .
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kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang

sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Fungsi kepala dusun:

1) Membantu pelaksanaan tugas kepala desa di wilayah kerja yang
sudah ditentukan.

2) Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan.




3)

4)

2)

38

Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala
desa.

Membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan

kerukunan

Membina swadaya ds

" 22 wne.
.xo \x\"“ ki

yang terdiri atas swadaya, partisipasi dan gotong royong sebesar
Rp.3.000.000,00.
Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer sebagaimana diketahui dalam pengelolaan
keuanan desa bahwa pendapatan transfer merupakan salah satu
kelompok pendapatan desa.
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Pendapatan Transfer yang Totalnya sebesar
Rp.1.338.812,000,00, atau 100% dari angggaran (APBDes-P).

Jumlah realisasi pendapatan desa tersebut terdiri atas Dana desa

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Bidang penyelenggaraan pemerintah desa yang total
keseluruhannya sebesar Rp.441.593.548,00, yang terdiri atas
Penyelenggaraan belanja Penghasilan Tetap, tunjangan dan
operasional Pemerintah desa sebesar Rp.378.334 100,00,
Penyediaan sarana prasarana pemerintah desa sebesar
Rp.44.188.448,00, Pengelolaan administrasi, kependudukan, Catatan
Sipil,  statistik, dan kearsipan sebesar Rp.5.470.000,00,




Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan
dan pelaporan sebesar Rp.13.601.000,00.

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

*

~ o Nlegz
':Ti"i' -/ \ ’; "‘\“ T/" ""'\%&,"',«‘J/

é 4 g t\\\n\“'h/é

P
e ———

Totalnya sebesar Rp35.500.000,00, yang terdiri dari,
Pembangunan/peningkatan  jamban  umum/MCK  sebesar
Rp.27.500.000.00, Penataan dan pemeliharaan pemukiman
masyarakat sebesar Rp.8.000.000,00.

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Bidang pembinaan kemasyarakatan yang total keseluruhannya

sebesar Rp.34.130,700,00 yang terdiri atas;
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a) Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat
Totalnya sebesar Rp.1.800.000,00, yang terdiri dari, Penguatan

dan peningkatan kapasi aga keamanan dan ketertiban

masyarakat sebesaf R 0

b) Sub bidang
12 n/ «‘,\ﬁ MUH/{ .
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4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Bidang pemberdayaan masyarakat yang total keseluruhannya
sebesar Rp.30.917.000,00, yang terdiri atas;
a) Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa
Totalnya sebesar Rp.27.648.00000, yang fterdiri atas,
Peningkatan kapasitas kepala desa sebesar Rp.9.410.000,00,

Peningkatan kapasitas perangkat desa sebesar Rp.18.238.000,00.
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b) Sub bidang dukungan penanaman modal
Totalnya sebesar Rp.3.269.000,00 yaitu pelatihan pengelolaan
BUMDesa.

5) Bidang Penanggulangan Ber Darurat dan Mendesak Desa

NS

Bidang penangg rurat dan mendesak desa

\“P\KASS‘q ‘?O
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esual arahan
undang-undang yang ada.

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa
Yusuf Usman pada tanggal 12 oktober 2020 :

“Prinsip transparansi ini tidak mungkin semua hal harus transparan
kepada masyarakat desa pariwang, informasi yang kita sampaikan Ketika

sedang diadakan rapat dikantor desa. Seperti perencanaan pembangunan

dan sebagainya, dari 3 hal tersebut kita lakukan sebaik mungkin, agar tidak
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ada menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap aparat desa karna
semua ada batasnya, kita menerapkan prinsip transparansi laporan

keuangan sewajarnya saja kepada masyarakal, karna transparansi disini

hanya pihak inspektorat dan kepe 2sa saja’. Ada beberapa indikator

a. Meningkatnya p
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Haeruddin, S.Sos, pada hari Senin 12 Oktober 2020 di rumahnya di
Desa Pariwang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang menjelaskan
bahwa:

‘Kalau masalah perencanaan sebelum ditet&pkan rancangannya teriebih

dahulu harus dibentuk tim penyusunnya, baru ditetapkan oleh sekertaris

desa masalah rancangannya. Karena setelah rancangan ada lagi yang




namanya penetapan rancangan" (Sekertaris Desa Senin 12 oktober
2020).

Raperdes yang telah disusun oleh tm yang di bawah
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terlampir.

S.Sos pada tanggal 12 oktober 2020 bahwa:

"Bisa dikatakan cuicup lumayan dalam tingkat transparansi terhadap
masyarakat untuk tahun 2019, kepala desa selalu melibatkan
masyarakatnya Kelika ada rapat musyawarah dikantor. Menurut saya
tidak usah terlalu berlebihan dalam penyampaian dana dan yang lebih
terpenting warga mengetahui berapa dana yang masuk dan yang keluar.
Dan dibuatkan papan informasi dibalai desa untuk pendapatan desa”
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3) Media informasi sebagaimana yang dimaksud antara lain papan

pengumuman, radio komunitas, dan informasi lainnya

Berdasarkan data ﬂ'OkI.II"I"! asi dan wawancara

mengenai

arkar
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alasan tersendiri dalam rapat evaluasi dan tidak terlalu melibatkan
masyarakat dan menganggap bahwa informasi pendapatan dan
pengeluaran desa dianggap tidak harus terlalu melibatkan tokoh
masyarakat dan pemerintah desa tetap melibatkan tokoh masyarakat
dalam setiap proses pembangunan desa dan memberitahu informasi

pendapatan dan pengeluaran pendapatan desa. karena hal tersebut

dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat desa.
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Pemasangan APBDes Tahun Anggaran 2020 sebagai bentuk
transparansi anggaran kepada masyarakat Desa karena di Baliho itu terteraa
jumiah anggaran pendapatan dan belanja Desa untuk tahun anggaran 2020.
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Suri bahwa bantuan yang diterima seperti beras, telur, minyak, tepung
dan gula pasir. Bantuan ini diterima setiap bulan.
©. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Bantuan Langsung Tunai (BLT) diperuntukkan bagi warga yang
terdampak Covid-19 akan menerima sebesar Rp. 600.000,00 per bulan
selama 4 bulan per Kepala Keluarga, tapi BLT Dana Desa tersebut tidak

termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan
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penerima bantuan Sembako. Berdasarkan hasil penelitian ada 80 KK
yang menerima bantuan BLT. Tahap pertama yaitu bulan (April, Mei,Juni,
Juli 2020) sebanyak 80 KK yang diterima sebanyak Rp.600.000,00

perbulan. Jadi total dana bantus T yang tersalurkan pada tahap

pertama sebanyak Rp. 19

er, !Oktober, November
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penyaluran ini dihadiri ¢ 2! ping Desa Pariwang
yang dalam sambutannya mengharapkan agar penggunaan dana ini bisa
digunakan sebaik mungkin untuk kebutuhan pangan.

Tentunya semua ini dilakukan atas perhatian pemerintah kepada

msyarakat khususnya dimasa pandemi Covid-19.



2. Akuntabilitas Penggunaan APBDes di Desa Pariwang
Pelaporan pertanggungjawaban di laporkan selama 6 bulan sekali
kemudian dibukukan kedalam laporan buku tahunan dan dilaporkan kepada

. R
N
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Berdasarkan data dokumentasi dan wawancara mengenai
akuntabilitas Penggunaan APBDes di Desa Pariwang aparat pemerintah
desa telah melaporkan pertanggungjawaban selama 6 bulan sekali dan
pencairan Dana Desa tahap selanjutnya tidak akan dicairkan sebelum
pemerintah desa menerbitkan laporan pertanggungjawaban Dana Desa
tahap sebelumnya yang laporan Realisasi pelaksanaan anggaran

pendapatan dan belanja desa terlampir
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Bentuk akuntabilitas pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan
laporan pengelolaan APBDes dengan cara memberikan laporan
pertanggungjawaban kepada masyarakat yaitu dengan menempelkan

laporan pengelolaan APBD&s'di ngumuman yang telah disediakan
\ ran semesteran Realisasi

di Kantor Desa. Kepala desa/men 2 sz
: / hu!an juli tahun
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Pengelolaan Keuangan desa di Desa Pariwang sesuai dengan

PERMENDAGRI Nomor 113 tahun 2014

a. Perencanaan APBDes

APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa
yang pembiayaan terhadap program pembangunan dan wajib menyusun
laporan keuangan tiap tahunnya yang diselenggarakan oleh pemerintah

desa. Pelaksanaan parisipasi terhadap proses dari APBDes tersebut
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pemerintah mengundang sejumlah masyarakat untuk hadir dalam
mengusulkan program untuk merencanakan kegiatan.

Perencanaan adalah kegiatan awal yang akan dilakukan. Bila

perencanaan itu dilakukan secar dan tepat akan memberikan

dampak yang besar t

\ \
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masyarakat dusun dan
memberitahukan besaran APBDes untuk anggaran tahun berjalan,
setelah tilik dusun selesai dilaksanakan maka I(Emia desa melaksanakan
musyawarah rencana pembangunan desa-desa (Musrenbangdes)
dengan melibatkan diantaranya Perangkat Desa, BPD,RT. RW dan
Lembaga kemasyarakatan lainnya.

Hasil wawancara seorang informan Bapak Haeruddin S Sos pada

tanggal 12 Oktober 2020
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‘Dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Tim Desa dan
Pemerintah Desa sefalu terbuka terhadap masyarakat desa Pariwang
tetapi tidak diberitahukan sepenuhnya berapa penggunaan dana yang

telah dihabiskan datam 'pamb

Berdasarkan hasil wz

pembangunan desa telah dicatat seberapa banyak pengeluaran, hal

tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab bendahara desa”

Hasil wawancara diatas bahwa dalam penatausahaan keuangan
APBDes pihak bendahara desa harus melakukan pencatatan semua
penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kuitansi, kepala desa
pariwang masih membantu bendahara desa pariwang karena masih

memeriukan bimbingan.
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d. Pelaporan APBDes
Pertanggujawaban pelaksanaan program pelaporan APBDes kepada
pemerintah daerah dan pusat yang dilakukan secara periodik. Semua

w"“"“&:
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e. Pertanggungjawaban APBDes
Pertanggungjawaban APBDes berdasarkan pada Permendagri
Nomor 37 tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Untuk tahun 2019
pertanggungjawaban pihak pemerintah desa kepada masyarakat
disampaikan 3 bulan sekali dengan mengundang tokoh masyarakat untuk
terlibat dalam rapat evaluai pelaksanaan pengelolaan APBDes langsung

dengan pihak pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa itu
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sendiri, hal dibuktikan dengan kehadiran masyarakat secara langsung
yang terlibat dalam rapat evaluasi pengelolaan APBDes tersebut, dapat
dilihat di lampiran skripsi. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan

Bendahara Desa Jusria Kasman \- a tanggal 12 Oktober 2020 :

- ur kita adakan evaluasi

“Untuk tahtun 2019, s

y//

cukup baik.

Pelaksanaan APBDes dapat diketahui dengan petunjuk dari
pemerintah daerah untuk mengerti tentang tata Kelola administrasi
keuangan APBDes Semua uang yang telah dikeluarkan sudah dicatat
dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah secara fisik dan secara
administrasi keuangan. Pertanggungjawaban sudah cukup baik. Hal

tersebut dibuktikan dengan pembangunan jalan, pembangunan batas

jalan dan dapat dilihat dari lampiran akhir skripsi peneliti.
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B. Pembahasan
1. Transparansi Penggunaan APBDesb di Desa Pariwang

Desa Pariwang merupakan salah satu desa yang menerima dana

transfer berupa dana desa &ung p 847.524.000,00 pada tahun

2019. Dana tersebut ha . ke eraturan Menteri Dalam
i 3 T2 \ an Desa. Salah

Celiang
i Z’}@\‘\‘

Rapat/pertemuan desa dilaksanakan 5 kali pertemuan tiap tahunnya

termasuk  rapat perencanaan anggaran desa dan  laperan

pertanggungjawaban dana desa dan disetiap rapat peserta memberikan

masukan atau usulan mengenai toptk atau pembahasan rapat demi ‘
kemajuan desa dan telah melibatkan partisipasi oleh masyarakat yaitu

bantuan swadaya berupa pembebasan lahan untuk pembangunan irigasi

dan pelebaran jalan demi kepentingan bersama dan pembangunan desa.
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Kesesuaian Penerapan Transparansi Penggunaan APBDes di Desa
Pariwang dalam poses perencanaan dan Pelaksanaan berdasarkan Azas
transparansi Permendagri No 113 tahun 2014 , dapat digambarkan dalam

tabel berikut:

Tabel 4.4 Transpa enge 30 Berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Neg ' N

..........

APBDes di Desa Pariwang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No

113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

3
l]ﬂ{=§

=1 x 100%
= 100%
Jadi dari hasil perhitungan tersebut didapatkan hasil sebesar 100%, di

mana berdasarkan tabel frekuensi dan persentase yang juga dikemukakan
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oleh Arikunto di mana tingkat persentase 76%-100% dikualifikasikan

‘sesual’, sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi penggunaan

APBdes dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai menurut

Akuntabilitas penggunaan APBDes di Desa Pariwang dilakukan oleh aparat
pemerintahan desa yaitu Yusuf Usman, S sebagai kepala desa, Haeruddin,
S.Sos sebagai sekertaris desa, Jusria Kasman, S.Sos sebagai bendahara
desa, kepala dusun bampu, kepala dusun pariwang dan kepala dusun
ketapi. Dalam melaksanakan pengelolaan dana desa aparat pemerintah
desa telah mengaplikasikan apa yang telah dianggarkan dalam rapat

penyusunan anggaran tahunan dan tahap pertanggungjawaban aparat
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pemerintah desa telah membuat laporan pertanggungjawaban atas dana
desa yang diperolehdan melibatkan Badan Permuswaratan Desa (BPD),

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Tokoh Masyarakat, Kepala Dusun,

,///1 waa

////'unv\\\\

113 Tahun 2014:

2
IKI{f—E

=1x 100%
= 100%
Jadi dari hasil perhitungan tersebut didapatkan hasil sebesar 100%, di
mana berdasarkan tabel frekuensi dan persentase yang juga dikemukakan
oleh Arikunto di mana tingkat persentase 76%-100% dikualifikasikan




‘sesuai’, sehingga dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Penggunaan
APBDes dalam tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban sesuai
menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014.

Kepala Desa Tapong dalam m ankan tugasnya sudah berusaha

N\

an laporan keuangannya

untuk selalu ﬁaﬂanggungj
dan daan berusaha

pemasukan dan
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KESIMPULAN DAN SARAN

beberapa kesimpulan nberikz SUaidengan kemampuan yang
ada pada penulis, te
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Pariwang telah dibuktikan dengan mempertanggungjawabkan pelaksanaan

APBDes terhadap pemerintah kabupaten Enrekang dalam bentuk
pertanggungjawaban Laporan Realisasi APBDes dalam mewujudkan
transparansi pengelolaan APBDes, kemudian pihak desa memberikan

informasi kepada masyarakat melalui musyawarah desa yang memuat

informasi APBDes




B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas
tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Penggunaan

APBDes di Desa Pariwang, maka penulls memberikan beberapa saran yang
terkait dengan penelitian ini adak
1. Pemerintah Desa

) \\‘\“'h/[/
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INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam metode
pengambilan data oleh peneliti untuk menganalisa hasil penelitian yang
dilakukan pada langkah penelitian selanjutnya Pengumpulan data sebuah
penelitian yang dilakukan dengan berbagai metode-metode penelitian seperi
wawancara, dokumeniasi, dan ckservasi, memedukan alat bantu sebagai
instrument, dhstrumen yangdimaksud yaity handghone, pdlpen, buku tulis dan
flashdisk

Bahan wawancara
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TRANSKIP WAWANCARA

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara
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penerapan
pembangunan desa pariwang sudah bisa
dapat dikatakan transparansi?

Bagaimana pemerintah desa memberikan
informasi secara transparan kepada
masyarakat desa terkait
pertanggungjawaban  pemerintah  desa

dalam pengelolaan desa?




Apakah pemerintah desa menyampaikan

dan  memberikan  informasi  secara

APBDes kepada masyarakat desa?

Bagaimana pemerintah desa memberikan
informasi kepada masyarakat desa terkait
tanggung jawab pemerintah desa dalam
pengelolaan desa?
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Bagaimana pemerintah desa memberikan
informasi kepada masyarakat desa terkait

tanggungjawab pemerintah desa dalam

Siapa saja yang dilibatkan dalam proses
perencanaan pengelolaan dana desa?

Bagaimana  sistem dan prosedur

pelaksanaan pengelolaan APBDes?

Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam
musyawarah dan evaluasi pelaksana dana
desa?
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Bagaimana  sistem  dan  prosedur
penatausahaan dalam pengelolaan

APBDes?
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